BABYV
PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI
A. Pendapat Hukum

Dalam perkara antara Christopher Aprilliandi sebagai nasabah dan Bank
Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Cikarang, timbul persoalan hukum
mengenai keabsahan tindakan BTN yang secara sepihak menaikkan suku
bunga kredit tanpa adanya persetujuan eksplisit dari nasabah. Tindakan ini
menimbulkan konsekuensi hukum yang perlu dianalisis berdasarkan asas-asas
umum hukum perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KUHPerdata) serta regulasi sektor perbankan yang diawasi oleh

Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

1. Ketentuan Hukum Perjanjian: Asas Konsensualisme

Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, untuk sahnya suatu perjanjian

harus memenuhi empat syarat, yaitu:

a. Kesepakatan para pihak;

b. Kecakapan untuk membuat perikatan;
¢. Suatu hal tertentu; dan

d. Suatu sebab yang halal.

Dari keempat syarat tersebut, dua yang pertama merupakan syarat
subjektif, dan dua yang terakhir merupakan syarat objektif. Dalam kasus
ini, permasalahan berpusat pada syarat subjektif, khususnya unsur

kesepakatan.
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Jika Bank secara sepihak menaikkan suku bunga tanpa adanya
persetujuan dari nasabah, maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat
kesepakatan bebas dan sukarela antara kedua belah pihak mengenai
perubahan substansi dari perjanjian awal. Berdasarkan hal tersebut,
perjanjian atau klausul tambahan yang berkaitan dengan kenaikan suku
bunga tersebut dapat dimintakan pembatalannya oleh pihak yang merasa

dirugikan, dalam hal ini adalah Christopher Aprilliandi.

Perjanjian yang Dapat Dibatalkan (Voidable)

Konsep “perjanjian yang dapat dibatalkan™ atau voidable agreement
berarti bahwa perjanjian tetap dianggap sah dan mengikat kedua belah
pihak sampai salah satu pihak, dalam hal ini Christopher Aprilliandi,

secara aktif mengajukan permohonan pembatalan kepada pengadilan.

Berdasarkan hal tersebut, perjanjian tidak batal demi hukum (nu!//
and void) melainkan bersifat batal jika dimintakan pembatalan melalui
proses hukum. Pembatalan ini dapat dilakukan dengan dasar hukum bahwa
kesepakatan dalam perjanjian tersebut diperoleh secara tidak sah, yaitu

tanpa persetujuan bebas dan eksplisit dari nasabah.

Hal ini selaras dengan prinsip umum bahwa tidak boleh ada
perubahan sepihak dalam suatu kontrak tanpa persetujuan semua pihak,
kecuali perubahan tersebut telah diatur secara tegas dalam klausul kontrak

sebelumnya dan disetujui oleh semua pihak secara sadar.
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Langkah Hukum Jika Permintaan Pembatalan Tidak Diindahkan

Apabila Christopher Aprilliandi telah mengajukan keberatan atau
permintaan pembatalan secara resmi kepada pihak BTN, namun pihak
bank tetap memaksakan untuk memberlakukan suku bunga yang telah
dinaikkan secara sepihak, maka Christopher memiliki hak hukum untuk

mengadukan tindakan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

OJK merupakan lembaga yang memiliki wewenang untuk
mengawasi dan menegakkan kepatuhan lembaga jasa keuangan, termasuk
bank, terhadap prinsip-prinsip perlindungan konsumen, transparansi, dan

keadilan dalam pemberian layanan keuangan sebagaimana diatur dalam:

a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan

b. Peraturan OJK (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang
Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa lembaga jasa keuangan

dilarang melakukan praktik-praktik yang merugikan konsumen, seperti

perubahan sepihak terhadap ketentuan perjanjian yang menyangkut hak

dan kewajiban konsumen, tanpa pemberitahuan atau persetujuan dari

pihak konsumen.
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4. Sanksi dan Penyelesaian Sengketa

Apabila ditemukan pelanggaran oleh BTN dalam hal ini, maka OJK
dapat mengenakan sanksi administratif kepada BTN dan/atau

memerintahkan penyelesaian sengketa dengan cara:

a. Pengembalian kerugian kepada nasabah;
b. Pemulihan suku bunga ke tingkat semula sesuai perjanjian awal;
c. Mediasi antara pihak bank dan nasabah.

Selain itu, Christopher Aprilliandi juga berhak menempuh jalur
perdata untuk menuntut penggantian kerugian (ganti rugi) akibat tindakan
yang dinilai sewenang-wenang dan tidak sah secara hukum.

B. Rekomendasi
Berdasarkan analisis yuridis dan pendapat hukum yang telah dijabarkan
sebelumnya, maka rekomendasi hukum dalam legal memorandum ini adalah

sebagai berikut:

1. Pengajuan Mediasi kepada Bank Tabungan Negara (BTN)
Christopher Aprilliandi disarankan untuk terlebih dahulu menempuh upaya
penyelesaian sengketa secara non-litigasi melalui mekanisme mediasi
perbankan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor
8/5/PB1/2006 tentang Mediasi Perbankan. Mediasi perbankan ini
merupakan forum alternatif penyelesaian sengketa antara nasabah dengan
bank, yang bertujuan untuk mencari solusi bersama secara musyawarah.

Dalam proses mediasi tersebut, Christopher dapat menyampaikan
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keberatannya atas tindakan BTN yang menaikkan suku bunga kredit secara
sepihak tanpa persetujuan. Harapannya, melalui mediasi, kedua pihak dapat
mencapai kesepakatan yang adil dan tidak merugikan nasabah sebagai pihak

yang lebih lemah posisinya.

. Pelaporan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jika Mediasi Gagal

Apabila proses mediasi tidak menghasilkan kesepakatan atau BTN tetap
bertahan pada keputusannya yang dinilai merugikan, maka Christopher
Aprilliandi berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada Otoritas
Jasa Keuangan (OJK). Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, di mana OJK memiliki
kewenangan untuk melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap
konsumen jasa keuangan, termasuk nasabah perbankan. Pengaduan dapat
diajukan dengan menyertakan dokumen pendukung seperti perjanjian
kredit, bukti kenaikan suku bunga, korespondensi dengan pihak bank, dan

bukti tidak adanya persetujuan atas perubahan tersebut.

. Permintaan Tindakan Preventif dari OJK terhadap BTN
Melalui laporan tersebut, Christopher Aprilliandi dapat meminta agar OJK
melakukan investigasi dan memberikan peringatan atau sanksi administratif
kepada BTN, jika terbukti bahwa kenaikan suku bunga dilakukan tanpa
dasar yang sah atau tanpa mekanisme yang transparan dan adil. OJK juga
dapat mengambil tindakan lain yang dianggap perlu dalam rangka
melindungi hak-hak konsumen serta mencegah terulangnya tindakan serupa

terhadap nasabah lain. Sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan,
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OJK memiliki peran penting dalam melakukan tindakan pencegahan
terhadap kerugian konsumen dan masyarakat, sesuai dengan mandat yang

diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
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